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SALINAN 
 
 
 
 
 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

 
NOMOR  21  TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  

HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2013  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2014 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

 
Menimbang    : a. bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak 

sesuai dengan Asumsi Rencana Kerja Pembangunan 
Daerah (RKPD) Kota Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 
dengan terjadinya pergeseran kegiatan antar Satuan 
Kerja Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, 
penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, 
penambahan atau penguran target kinerja dan pagu 
kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok 
sasaran kegiatan yang menyebabkan kelebihan 
da/atau keadaan darurat dan keadaan luar biasa 
sebagimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-
Undangan,   maka Peraturan Bupati Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang 
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan Tahun 2014, perlu ditinjau kembali; 

  
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi  Rencana Kerja 
Pembangunan Daerah Tahun 2015, maka perlu 
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dilakukan perubahan Rencana Kerja Pembangunan 
Daerah (RKPD) Tahun 2014; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Peraturan Atas Peraturan 
Bupati Nomor 17 Tahun 2013 tentang  Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan Tahun 2014; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 1820 ); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara  Yang  Bersih dan Bebas dari 
Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851 ); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang   
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4438 ); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana  Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah;  

12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan 
Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Kedua  Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 
2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
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2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
310); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 
2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian 
dan Evaluasi  Rencana Kerja Pembangunan Daerah 
Tahun 2015 ; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 
Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan  
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 
Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan Nomor 2); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Nomor 15 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 
Nomor 15); 
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19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 28 
Tahun 2012  tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2013 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Tahun 2012 Nomor 616) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu 
Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai 
Selatan Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2013 (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 
24); 

 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS  

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 
17 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI 
SELATAN TAHUN 2014. 

 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 
17 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 ( Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan Tahun 2013 Nomor 147 ), diubah sebagai berikut : 

 
1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) Pasal,  yakni Pasal 2A 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

 
Pasal 2A 

 
(1) RKPD Tahun 2014 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan 

perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. 

(2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan menjadi landasan 
penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan 
perubahan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk menyusun 
Perubahan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah  (RAPBD) Tahun 2014. 
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2. Ketentuan Pasal 6, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 6 
 

Isi beserta uraian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercantum dalam Lampiran adalah  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

 
Ditetapkan di Kandangan 
pada tanggal 7 Juli 2014 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
  

ttd 
 

ACHMAD FIKRY 
Diundangkan di Kandangan 
pada tanggal 7 Juli 2014 
           SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 
 
                          ttd 
 
                   M. IDEHAM 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 
TAHUN 2014 NOMOR 21 XXX 

 
 

 


